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Mengingat

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/ 945 /HK/424.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta  Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 77 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,;



19. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur tahun 2023;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8
Tahun 2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU - Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.



KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman oleh Inspektorat Daerah dalam
menyusun RKA Perubahan Inspektorat Daerah.

KETIGA : Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
q - 2023.

TEMBUSAN : M. IRSYAD YUSUF

Yth. 1. Bappelitbangda Kabupaten
Pasuruan

2 Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.
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1.d.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :050/  /HK/424.013/2023
TANGGAL : 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap
Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapal visi jangka menengah daerah. Perubahan Rencana Kerja
(Renja) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung
oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang
digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih
terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman
pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dan mengacu
pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan
RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan
rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang
utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perubahan
perencanaan tahunan, yang disusun dengan tahapan dan tata cara

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang



Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud tindak lanjut upaya
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan ncpotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2000
telah mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk selalu
meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan tata pemerintahan yang
baik (Good governance) sebagai paradigma baru dalam manajemen
pembangunan merupakan ciri yang harus ada dalam sistem
administrasi publik.

Dengan demikian good governance adalah pelayanan publik
yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel
terhadap publik. Agar paradigma tersebut dapat terwujud diperlukan
pengawasan dengan kemampuan pemantapan kualitas dari atribut-
atribut yang spesifik dari sistem tata kelola.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu
lembaga tehnis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan
manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengawasan dapat berperan dalam meyakinkan scjauhmana
hal-hal tersebut telah terwujud dan diterapkan. Sehingga manfaat
paling awal dari pengawasan internal yang baik bahwa dapat
mengumpulkan informasi perkembangan perwujudan dari masing
masing atribut tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa
pengawasan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
perwujudan good governance.

Perubahan Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan tahun 2023 memuat indikasi daftar program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan



pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah
dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada satuan kerja yang
bersangkutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat
terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang
menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang undang.
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang
hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa
pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan,
perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen,
dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal
sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun
pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama
ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari-
cari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang
menangani  dan lain-lainnya. Sementara itu dalam
pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaaan,
pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses
prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan
kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang
dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka
penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai
kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :
1.Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2_.Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk

pelaksanaan kegiatan organisasi (Perangkat Daerah),
3.Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sementara itu di lain pihak bilamana setiap kegiatan, tidak dilakukan
pengendalian kemungkinan terjadinya penyimpangan dan ketidak
tepatan cukup signifikan, mengingat pengendalian sebagaialat atau

bagian dari kegiatan pengawasan berperan mendeteksi deviasi atau
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kekurangan yang menjadi umpan balik suatu kegiatan mulai
perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Demikian pula suatu kegiatan pengawasan tanpa adanya
program dan rencana kerja akan menghasilkan kinerja yang tidaktepat
baik sasaran maupun tujuannya sehingga indikator kinerja yang
terdiri atas input, output, outcome, benefit maupun dampak tidak

terpantau secara cermat.

LANDASAN HUKUM

1.2.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

1.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daecrah;

1.2.8. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional,

1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

1.2.10.Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di daerah;



1.2.11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

1.2.12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Dacrah;

1.2.13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.2.14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kebupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 336);

1.2.15.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang
kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;

1.2.16.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasuruan 2018-2023;

1.2.17.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2023.

1.2.18.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 124 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2023;
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MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Tahun 2023 adalah melakukan penyesuaian/perubahan terhadap
target kinerja, indikator dan anggaran pada program, kegiatan, sub
kegiatan Inspektorat Daerah sesuai aturan dan berpedoman pada
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten tahun 2023 adalah :

1. Menjamin Kketerkaitan dan Kkonsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

N

. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program
kegiatan pengawasan;

3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas

bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan

organisasi,

4. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis.
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SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum
penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, penjelasan mengenai
sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2023

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai
dengan Triwulan II Tahun 2023, Isu-isu aktual penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini mejelaskan Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023
serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai termasuk
kebutuhan pendanaanya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

2023

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat daerah adalah

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Target kinerja (outcomes) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
sebesar 33%, dengan realisasi capaian anggaran 33,00%. Adapun
pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja
sampai dengan Tribulan II sebesar 10%, dengan realisasi capaian
anggaran sebesar 0,00%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja 4 laporan
dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 1
laporan (tercapai 10%), realisasi capaian anggaran sebesar
0,00%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja
(output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
sebesar 40%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 39,99%.
Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 40
orang/bulan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
tercapai 50% (dengan realisasi kinerja tiap bulan 40 orang),
realisasi capaian anggaran sebesar 39,80%.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan
target kinerja 13 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan
Tribulan II sebesar 7 dokumem (tercapai 50%), realisasi
capaian anggaran sebesar 44,58%.

3) Pelaksanaan  Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD, dengan target kinerja 12 dokumen dan
realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 5 dokumen

(tercapai 40%), realisasi capaian anggaran sebesar 39,77%.



. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target kinerja
(output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
sebesar 0%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 0,91%.
Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi, dengan target kinerja 61 orang dan realisasi kinerja
sampai dengan Tribulan II sebesar 1 orang, realisasi capaian
anggaran sebesar 0,01%. dikarenakan pelaksanaan pada
Tribulan III.

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan, dengan target kinerja orang dan realisasi kinerja
sampai dengan Tribulan II sebesar 51 orang (tercapai 0%),
realisasi capaian anggaran sebesar 0,00% dikarenakan
pelaksanaan pada Tribulan III.

. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target Kkinerja

(output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II

sebesar 30%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar 27,48%.

Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target
kinerja 2 paket dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
tercapai 30% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 2 paket),
realisasi capaian anggaran sebesar 37,21%.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja 8 paket
dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II tercapai 25,00%
(dengan realisasi kinerja tiap tribulan 8 paket), realisasi capaian
anggaran sebesar 23,93%.

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target
kinerja 2 paket dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
tercapai 25,00% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 2 paket),
realisasi capaian anggaran scbesar 13,80%.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
dengan target kinerja 12 dokumen dan realisasi kinerja sampai
dengan Tribulan II sebesar 5 dokumen (tercapai 40%), realisasi
capaian anggaran sebesar 19,32%.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan
target kinerja 75 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan
Tribulan II sebesar 24 laporan (tercapai 32%), realisasi capaian

anggaran sebesar 31,89%.



e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja
sampai dengan Tribulan II sebesar 46%, dengan realisasi capaian
anggaran scbesar 46,72%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Pengadaan Mebel, dengan target kinerja 1 paket dan realisasi
kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 1 paket (tercapai
100%), realisasi capaian anggaran sebesar 98,66%.

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja
12 unit dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 4
unit (tercapai 33,33%), realisasi capaian anggaran sebesar 37,65
%.

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 2 unit dan realisasi
kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2 unit (tercapai
100,00%), realisasi capaian anggaran sebesar 77,26%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan
target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan
Tribulan II sebesar 31%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar
31,89%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja 12
laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar
S5 laporan (tercapai 41%), realisasi capaian anggaran sebesar
6,10%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
dengan target kinerja 12 laporan dan realisasi kinerja sampai
dengan Tribulan II sebesar 5 laporan (tercapai 41%), realisasi
capaian anggaran sebesar 32,11%.

g. Pemeliharaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja (output) 100% dan
realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II scbesar 26%, dengan
realisasi capaian anggaran sebesar 26,60%. Adapun sub
kegiatannya yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan
target kinerja 15 unit dan realisasi kinerja sampai dengan
Tribulan II tercapai 40% (dengan realisasi kinerja tiap bulan 15

unit), realisasi capaian anggaran sebesar 40,82%.



2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja
50 unit dan realisasi kinerja 14 unit (tercapai 28%), realisasi
capaian anggaran sebesar 14,90%.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya, dengan target kinerja 1 unit dan realisasi kinerja 0 unit

(tercapai 0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0,00%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Target kinerja (outcomes) Program Penyelenggaraan Pengawasan 87%
dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 37%, dengan
realisasi capaian anggaran 29,59%. Adapun pelaksanaan
kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan target Kkinerja

(output) 299 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan

Il sebesar 98 laporan, dengan realisasi capaian anggaran sebesar

29,93%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 4
laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar
2 laporan (tercapai 50,00%), realisasi capaian anggaran sebesar
40,85%.

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target
kinerja 90 laporan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan
II sebesar 36 laporan (tercapai 40%), realisasi capaian anggaran
sebesar 30,99%.

3) Reviu Laporan Kinerja, dengan target kinerja 57 laporan dan
realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 55 laporan
(tercapai 96%), realisasi capaian anggaran sebesar 41,91%.

4) Reviu Laporan Keuangan, dengan target kinerja 116 laporan dan
realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2 laporan
(tercapai 1,72%), realisasi capaian anggaran scbesar 6,67%.

5) Pengawasan Desa, dengan target kinerja 24 laporan dan realisasi
kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar O laporan (tercapai
0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0%.

6) Kerjasama Pengawasan Internal, dengan target kinerja 1
kesepakatan dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II
tercapai 30% (dengan realisasi kinerja tiap tribulan 1

kesepakatan), realisasi capaian anggaran sebesar 31,24%.



7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target
kinerja 8 dokumen dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan
IT sebesar 3 dokumen (tercapai 37%), realisasi capaian anggaran
sebesar 20,36%.

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan
target kinerja (output) 100% dan realisasi kinerja sampai dengan
Tribulan II sebesar 5%, dengan realisasi capaian anggaran sebesar
18,44%. Adapun sub kegiatannya yaitu :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan
target kinerja 1 laporan dan realisasi kinerja O laporan (tercapai
0%), realisasi capaian anggaran sebesar 0%.

2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan target kinerja 20
laporan dan realisasi kinerja 2 laporan (tercapai 10%), realisasi

capaian anggaran sebesar 20,71%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan
target kinerja (outcomes) Program Penyelenggaraan Pengawasan
100% dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2%,
dengan realisasi capaian anggaran 2,58%. Adapun pelaksanaan
kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pendampingan dan Asistensi, dengan target kinerja (output) 100%
dan realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 2%, dengan
realisasi capaian anggaran sebesar 2,58%. Adapun sub
kegiatannya yaitu :

1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi, dengan target kinerja 55 Perangkat Daerah dan
realisasi kinerja sampai dengan Tribulan II sebesar 1 Perangkat
Daerah (tercapai 1,81%), realisasi capaian anggaran sebesar
1,04%.

2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas,
dengan target kinerja 8 Perangkat Daerah dan realisasi kinerja
sampai dengan Tribulan II sebesar 2 Perangkat Daerah (tercapai

25%), realisasi capaian anggaran sebesar 11,40%.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (tahun

berjalan) sebagaimana tabel 2.1 (E-81).
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2.2.

Isu-isu aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagai unsur

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat

Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan
pengawasan serta fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pembinaan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Dari Tugas dan Fungsi tersebut diatas Inspektorat Daerah mengangkat

beberapa isu-isu aktual, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN
dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang good governance and clean government.

2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh
Perangkat Daerah. Masih ditemukan adanya Perangkat Daerah yang

kurang optimal dalam menyusun dokumen SAKIP, baik secara



ketepatan waktu maupun secara kualitas dari tahap perencanaan
kinerja hingga tahap evaluasi kinerja.

. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tuntutan masyarakat muncul
karena adanya konsep transparansi dan  akuntabilitas
penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik
dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi
sehingga menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada
Birokrasi.

. Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP. Kompetensi Aparatur
Pengawas yang tidak merata disebabkan belum
semua personil APIP mengikuti pengembangan kompetensi terkait
pengawasan. Dengan adanya keterbatasan anggaran mempengaruhi

upaya peningkatan Kapabilitas APIP.



3.1.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang
tercantum dalam Renstra 2018-2023 mengalami perubahan
dikarenakan terjadinya perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pasuruan 2018-2023.

Dengan adanya perubahan RPJMD, maka terjadi Perubahan Renstra
2018-2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023.

Berikut Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah setelah perubahan

Renstra 2018-2023 :

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN RENSTRA
INSPEKTORAT DAERAH (SETELAH PERUBAHAN)

TUJUAN SASARAN INDIKATOR
' Mewujudkan = 1. Meningkatnya Persentase
Kinerja Akuntabilitas Kategori Hasil
Pemerintah Kinerja Evaluasi SAKIP
| Daerah yang Instansi PD Dengan Nilai
professional, Pemerintah Minimal BB
| transparan
| Akuntabel dan . Meningkatnya Persentase
| Responsif Nilai Maturitas | Perangkat
SPIP Daerah Yang
Menerapkan
SPIP Secara
Efektif
. Meningkatnya Nilai SAKIP
Kualitas SAKIP | Inspektorat
Perangiat Daerah
Daerah




Adapun Indikator Tujuan dan Sasaran serta target kinerja pada
tahun 2023 sesuai dengan Perubahan Renstra 2018-2023 adalah

sebagai berikut :

Kinerja Perangkat

Daerah

TARGET
INDIKATOR KINERJA
L DARGRAN TUJUAN/SASARAN TAHUN
2023
2 3 4 5
Meningkatny 1. NILAI SAKIP BB
a Kualitas 2. OPINI BPK WTP
Sistem = :
1. Meningkatnya Persentase Kategori 100%
Akuntabilit
& adl s Akuntabilitas Hasil Evaluasi SAKIP
Kinerja dan
= Kinerja PD Dengan Nilai
Keuangan . -
i Instansi Minimal BB
Daerah .
Pemerintah
2. Persentase Perangkat 48%
Meningkatnya Daerah Yang
Nilai Menerapkan SPIP
Maturitas Secara Efektif
SPIP
3. Meningkatnya Nilai SAKIP 85,50 (A)
Kualitas Inspektorat Daerah
Akuntabilitas




3.2

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun

2023 tidak ada penambahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan

namun ada pergeseran anggaran.
Adapun dalam DPA Tahun 2023 Inspektorat Daerah mempunyai 3
(tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

Sehingga dengan adanya perubahan Renja Tahun 2023 ini tetap, yaitu

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat

Daerah

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan

1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.5.1. Pengadaan Mebel

1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

bangunan lainnya



1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
| 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
| Listrik
1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

—
.

Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraaan Pengawasan
2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.3. Reviu Laporan Kinerja
2.1.4. Reviu Laporan Keuangan
2.1.5. Pengawasan Desa
2.1.6. Kerjasama Pengawasan Internal
2.1.7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
2.2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2.2.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3.1. Pendampingan dan Asistensi
3.1.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
3.1.2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan
Integritas
Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Tribulan II tahun
2023 sebagaimana dijelaskan pada BAB II, perubahan indikator sub
kegiatan, perubahan target program dan kegiatan sesuai dengan hasil
cascading terbaru (tertuang dalam Perubahan Renstra 2018-2023) dan
Kepmen 050.5889. Maka kami melakukan beberapa pergeseran

anggaran. Adapun perubahan tersebut sebagaimana Tabel 3.2 dan 3.3.
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan Perubahan RPJMD,
Perubahan Renstra 2018-2023 Inspektorat Daerah, dan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
Dalam rangka memenuhi Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan
Korupsi Pemerintah Daerah, Peningkatan nilai SAKIP RB, ZI dan SPIP ada
beberapa Program, Kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2023, yaitu :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
a. Pendampingan dan Asistensi
Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk
memenuhi indikator MCP KPK pada intervensi penganggaran bahwa
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan
kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub
kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :
1) Kegiatan pengawasan
2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas
sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko,
pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan
serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan
lain-lain.
Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub
kegiatan pengawasan dimaksud, menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2022
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan
besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol

koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).



Sebagaimana hal tersebut diatas, rencana tindak lanjut yang
dilakukan Inspektorat Daerah adalah melakukan penyesuaian rencana
pendanaan pada Renstra Tahun 2024-2026 dan Renja Tahun 2024 serta
tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan dengan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan
koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan
penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada
masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
tahun 2023 ini dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan penyusunan
kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang
dalam DPPA Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini juga
akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas Kinerja
tahunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
terhadap tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini memberikan
arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga
mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan
oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan.

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF
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